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Abstrak

Studi ini meneliti pergulatan identitas komunitas Baha'i di Pekanbaru, Riau, sebuah wilayah di mana
identitas Melayu secara budaya terikat dengan Islam. Meskipun secara hukum diizinkan, Baha’i
secara simbolis terpinggirkan karena narasi hegemonik bahwa “menjadi orang Melayu berarti menjadi
Muslim.” Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif, data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Penelitian ini menggunakan teori
identitas sosial, kekuatan simbolik (Bourdieu), dan transkrip tersembunyi (Scott) untuk memahami
bagaimana komunitas ini menghadapi pengucilan. Temuan menunjukkan bahwa umat Baha'i sering
kali menyembunyikan identitas agama mereka dalam kehidupan publik dan administratif, memilih
untuk beribadah secara privat dan tidak terlalu menonjol. Namun, mereka juga membentuk aliansi
sosial dengan bergabung dalam jaringan lintas agama seperti ISAIS, AIPI Riau, dan SABDA.
Strategi-strategi ini mencerminkan suatu bentuk ketahanan budaya dan negosiasi. Penelitian ini
menyoroti bagaimana kelompok minoritas agama mempertahankan agensi spiritual sambil
beradaptasi dengan struktur etno-religius yang dominan dalam masyarakat multikultural.

Kata kunci: Baha'i; Identitas; Kekuatan Simbolik; Melayu-Islam; Minoritas Agama; Riau.

Abstract

This study examines the identity struggles of the Baha’i community in Pekanbaru, Riau, a region
where Malay identity is culturally tied to Islam. Although legally permitted, the Baha’i are symbolically
marginalized due to the hegemonic narrative that "to be Malay is to be Muslim." Using a qualitative
descriptive-interpretive approach, data were collected through interviews, observation, and Focus
Group Discussion (FGD). The study applies social identity theory, symbolic power (Bourdieu), and
hidden transcripts (Scott) to understand how the community navigatwardes exclusion. Findings show
that Baha’is often conceal their religious identity in public and administrative life, opting for private
worship and low-profile engagement. However, they also form social alliances by joining interfaith
networks such as ISAIS, AIPI Riau, and SABDA. These strategies reflect a form of cultural resilience
and negotiation. The research highlights how religious minorities maintain spiritual agency while
adapting to dominant ethno-religious structures in a multicultural society.

Keywords: Baha’i; identity; Malay-Islam; Religious Minority; Riau; Symbolic Power.

1. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara multikultural, sebuah negeri yang menyimpan

kekayaan keberagaman layaknya zamrud khatulistiwa (Zikri, 2020). Namun, di balik
kemajemukan itu, tersimpan kompleksitas dalam relasi antaragama dan antar
identitas etnis yang tak jarang menimbulkan ketegangan (Liliweri, 2005). Dengan
ribuan suku, bahasa, dan sistem kepercayaan yang hidup berdampingan, Indonesia
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menjadi arena yang dinamis bagi interaksi sosial, tetapi sekaligus rentan terhadap
konflik yang berakar pada perbedaan identitas. Salah satu isu paling krusial dalam
lanskap ini adalah persoalan kebebasan beragama (Firdaus et al., 2023; Hanafi,
2018; Yunus, 2014). Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap
warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya, dalam
praktiknya negara hanya mengakui enam agama resmi: Islam, Kristen, Katolik,
Hindu, Buddha, dan Khonghucu (Arafat Noor Abdillah & Syafira Anisatul 1zah, 2022).
Akibatnya, komunitas keagamaan di luar enam agama tersebut, seperti Baha’i,
kerap berada dalam posisi marginal—tidak hanya dalam hal pengakuan
administratif, tetapi juga dalam penerimaan sosial.

Kondisi marginalisasi ini tidak hanya bersumber dari kebijakan negara, tetapi
juga dari tekanan sosial masyarakat mayoritas (Gazi, 2013). Dalam praktiknya,
komunitas agama minoritas seperti Baha’i tidak jarang mengalami kesulitan dalam
mendapatkan hak-hak sipil dasar, seperti pencatatan pernikahan, pengakuan kolom
agama di KTP, dan Pendidikan Agama sesuai keyakinannya (Cintya & Setyowati,
2020; Merdeka.com, 2016; Sinaga & Sihombing, 2022). Masalah ini menjadi lebih
kompleks ketika kelompok minoritas tersebut berada dalam ruang budaya yang
sangat identik dengan satu agama dominan. Di Provinsi Riau, misalnya, identitas
etnis Melayu telah sejak lama dikonstruksi dalam bingkai keislaman. Ungkapan
populer “Melayu adalah Islam, dan Islam adalah Melayu” menjadi simbol kuat dari
keterkaitan antara etnis dan agama dalam struktur sosial masyarakat Riau (A.
Dahlan, 2015; Mohammad, 2009; Rab, 1990).

Dalam konteks inilah, keberadaan komunitas Baha'i di Pekanbaru, Riau
menjadi sangat menarik untuk dikaji. Sebagai kelompok agama yang tidak diakui
secara formal dalam sistem agama negara, umat Baha’i dihadapkan pada tantangan
ganda: keterbatasan legal-formal dan tekanan kultural dari masyarakat Melayu-Islam
yang dominan. Meski demikian, mereka tetap berusaha mempertahankan
eksistensinya melalui berbagai strategi sosial dan adaptasi simbolik dalam
kehidupan sehari-hari. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana
komunitas ini bertahan dalam situasi sosial yang cenderung eksklusif terhadap
identitas keagamaan mereka? Dan bagaimana masyarakat Melayu merespon
keberadaan mereka dalam konteks identitas budaya yang melekat pada agama?

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyinggung keberadaan komunitas
Baha'i di beberapa daerah di Indonesia. Nuh (2014) mejelaskan komunitas Baha'i di
Pati (Jateng), Banyuwangi/Malang (Jatim), Palopo (Sulsel) dan Bandung (Jabar);
Rosyid (2019) mengulas konflik antara umat Baha'i dan Muslim di Pati; Veronika et
al., (2021) meneliti ketahanan komunitas Baha'i di Mentawai; sementara Rizaldy &
Suyanto (2020) menyoroti strategi adaptif Baha'i di Surabaya. Namun, kajian yang
secara eksplisit menghubungkan keberadaan komunitas Baha'i dengan dinamika
etnis Melayu sebagai kelompok dominan yang identitasnya dilekatkan dengan
agama Islam masih belum dilakukan.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika komunitas
agama Baha'i di Pekanbaru, Riau, serta menelaah respon masyarakat Melayu
terhadap eksistensi komunitas tersebut. Dengan menyoroti relasi antara identitas
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keagamaan dan etnisitas, kajian ini diharapkan dapat memperkaya wacana tentang
pluralisme, toleransi, dan keberagaman dalam masyarakat yang secara historis dan
kultural membingkai identitasnya secara eksklusif. Artikel ini juga hendak mengisi
kekosongan literatur dalam kajian minoritas agama di wilayah dengan dominasi
identitas etnis-keagamaan yang kuat.

2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-

interpretatif (Ridwan, 2005). Pendekatan ini dipilih karena isu yang diangkat
menyangkut persoalan identitas keagamaan dan relasi sosial yang kompleks, yang
hanya bisa dipahami melalui penelusuran makna, pengalaman, serta respons dari
para pelaku sosial secara mendalam. Lokasi penelitian dipusatkan di Kota
Pekanbaru, Provinsi Riau, khususnya pada komunitas Baha’i yang menetap di
kawasan Delima. Lokasi ini dipilih karena merupakan tempat berkumpulnya
komunitas Baha'i yang cukup aktif, meskipun jumlahnya sangat terbatas.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui berbagai teknik, antara lain
wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD) bersama anggota
komunitas Baha'’i, tokoh adat Melayu, serta tokoh agama Islam yang memiliki
pengaruh dalam komunitas lokal. Peneliti juga melakukan observasi terhadap
beberapa aktivitas keagamaan yang dilakukan oleh komunitas Baha'i, termasuk
pelaksanaan pendidikan non-formal Institut Ruhi dan peringatan hari besar seperti
Naw-R0z. Di samping itu, dokumen-dokumen internal komunitas, arsip pemberitaan
lokal, serta peraturan-peraturan negara terkait pengakuan agama juga menjadi
bahan penting dalam menunjang analisis.

Pemilihan informan dilakukan secara purposif, yakni mereka yang dianggap
memiliki pengetahuan langsung, pengalaman personal, atau peran strategis dalam
relasi antara komunitas Baha'i dan masyarakat Melayu (Bungin, 2012). Untuk
memperkuat validitas data, dilakukan triangulasi, baik dari sisi sumber maupun
metode. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak
hanya bersumber dari satu sisi, tetapi mencerminkan pandangan yang lebih utuh
dan beragam (Emzir, 2014).

Seluruh data dianalisis dengan pendekatan content analysis (Arifin, 2012).
Peneliti terlebih dahulu mereduksi data, kemudian mengelompokkannya ke dalam
tema-tema utama yang relevan dengan fokus kajian, seperti strategi adaptasi
komunitas Baha’i, konstruksi identitas Melayu-Islam, serta bentuk-bentuk
penerimaan atau penolakan yang muncul. Setelah itu, dilakukan interpretasi
terhadap makna yang terkandung dalam data untuk memperoleh pemahaman yang
mendalam atas dinamika sosial yang terjadi.

3. Hasil dan Diskusi
3.1. Keberadaan Komunitas Baha’i di Pekanbaru: Minoritas dalam Hening
Agama Baha'i pertama kali masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-19,

diperkenalkan oleh Jamal Effendi dan Mustafa Rumi pada tahun 1884-1885. Fase
awal ini menandai penyebaran ajaran Baha'i ke beberapa wilayah seperti Batavia,
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Celebes (Sulawesi), Bali, dan Surabaya. Selanjutnya, fase-fase berikutnya ditandai
oleh kedatangan imigran dari Persia (kini Iran) yang memperkenalkan ajaran Baha’i
melalui jalur pendidikan dan pelayanan sosial, seperti dokter dan saudagar (Rizaldy
& Suyanto, 2020). Pada dekade-dekade selanjutnya, komunitas ini berkembang di
berbagai wilayah, termasuk Banyuwangi, Makassar, dan Pontianak. Meskipun tidak
pernah menjadi komunitas besar secara jumlah, keberadaan Baha'i tersebar di lebih
dari 130 kota di Indonesia dan terus bertahan melalui jejaring spiritual dan
pendidikan yang terorganisir secara global melalui Majelis Rohani Nasional Baha’i
(Majelis Rohani Nasional, 2013).

Di antara wilayah-wilayah tersebut, Pekanbaru menjadi salah satu ruang
ekspresi Baha'i yang menarik untuk dikaji, mengingat kuatnya identitas budaya
Melayu-Islam yang mendominasi kehidupan sosial masyarakat. Komunitas Baha'i di
Pekanbaru merupakan kelompok kecil dan tertutup. Hingga saat ini, jumlah mereka
tercatat sekitar sembilan kepala keluarga. Komunitas ini tersebar di beberapa titik
wilayah kota, namun memiliki satu titik sentral aktivitas di kediaman Suparni,
seorang pensiunan dari perusahaan migas yang telah lama menjadi tokoh kunci
dalam mempertahankan keberlangsungan komunitas. Rumah Suparni bukan hanya
menjadi ruang pertemuan, tetapi juga pusat aktivitas spiritual dan edukatif
komunitas.

Di tempat tersebut, berbagai kegiatan keagamaan dilakukan secara rutin, mulai
dari peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Naw-Ruz (Tahun Baru Baha’i)
dan Ridvan (hari deklarasi kenabian Baha'u'llah), hingga pengajaran nilai-nilai
universal melalui program pendidikan nonformal bernama Institut Ruhi. Program ini
menjadi sarana utama pembinaan spiritual dan sosial bagi anggota komunitas,
bahkan terbuka bagi kalangan lintas agama yang tertarik pada nilai-nilai moral
universal seperti keadilan, kejujuran, dan pelayanan kepada sesama.

Gambar 1. Salah satu Kegiatan Ridvan yang dihadiri oleh Lmtas Iman

Sumber; Dokumen Pribadi, 2025

Namun, kehidupan spiritual yang tampak damai ini sesungguhnya dibingkai
oleh situasi sosial yang kompleks. Berdasarkan wawancara dengan Suparni (21
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Desember 2024), komunitas Baha’i di Pekanbaru memang tidak mengalami
intimidasi fisik atau pengusiran dari masyarakat sekitar. Mereka merasa relatif aman
secara sosial. Akan tetapi, tantangan muncul pada aspek administratif dan legal.
Banyak dari mereka kesulitan mencantumkan identitas keagamaannya dalam kolom
agama di KTP, atau menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pencatatan
sipil. Dalam banyak kasus, mereka bahkan “menyembunyikan” identitas
keagamaannya dan memilih mencantumkan agama mayoritas agar terhindar dari
stigma dan diskriminasi.

“‘Kami memang tidak dilarang ibadah, tapi kadang kami harus diam. Kami tidak

bisa terlalu terbuka, apalagi soal anak-anak di sekolah. Mereka kadang

terpaksa belajar agama Islam,” (Wawancara, Nina, informan perempuan yang
meminta namanya disamarkan).

Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh Erving Goffman (1963) disebut
sebagai “manajemen kesan” (impression management) dalam masyarakat yang
menstigma identitas tertentu. Komunitas Baha'i di Pekanbaru secara strategis
mengelola tampilan identitas mereka di ruang publik untuk meminimalkan risiko
sosial. Dalam hal ini, mereka memainkan “peran sosial’ yang disesuaikan dengan
ekspektasi dominan agar tetap diterima dalam komunitas yang secara kultural
mengidentikkan Melayu dengan Islam (Dunne et al., 2021; Schneider & Goffman,
1964).

Lebih jauh, strategi diam-diam yang dijalankan komunitas Baha'i di Pekanbaru
dapat dipahami melalui kerangka teori hidden transcript dari Scott (2022), yakni
ekspresi identitas, resistensi, atau perlawanan yang tidak diartikulasikan secara
terbuka dalam ruang publik yang diawasi oleh kekuasaan dominan, melainkan
diekspresikan dalam ruang-ruang tersembunyi seperti rumah, komunitas internal,
dan forum tertutup (lihat juga (Mullaney, 1993)). Hidden transcript bukan sekadar
bentuk kepasrahan, tetapi merupakan arena di mana narasi alternatif, ekspresi
keyakinan, dan praktik keberagamaan tetap dipertahankan meski dalam
keterbatasan.

Dalam konteks komunitas Baha'i, ruang-ruang privat ini menjadi medan utama
untuk melangsungkan ritual keagamaan, memperkuat jaringan sosial internal, dan
mentransmisikan nilai-nilai serta ajaran spiritual kepada generasi muda. Meskipun
tidak mendapatkan pengakuan formal dari negara, serta menghadapi tekanan
simbolik dari masyarakat sekitar, komunitas ini tetap menjaga kesinambungan
keyakinan mereka melalui praktik yang bersifat low profile namun konsisten
(Rohmatullah & Khanayya, 2023). Di sinilah hidden transcript menjadi bentuk “politik
sunyi” yang tidak frontal, tetapi memiliki kekuatan laten untuk mempertahankan
identitas dan solidaritas kelompok dalam situasi dominasi kultural yang hegemonik.

Dengan kata lain, komunitas Baha’i di Pekanbaru menghadirkan contoh
konkret dari bagaimana minoritas keagamaan membentuk strategi adaptif di bawah
tekanan hegemoni identitas dominan, dalam hal ini Melayu-Islam. Mereka tidak
memilih jalur konfrontasi, melainkan beradaptasi dengan cara “tidak terlihat namun
tetap ada,” sebuah bentuk resiliensi sosial kultural yang halus namun kuat (Tugade
& Fredrickson, 2004).
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3.2. Pergulatan Identitas: Antara Eksistensi Baha’i dan Kultur Melayu-Islam
Kehadiran komunitas Baha’i di Pekanbaru tidak sekadar persoalan eksistensi agama

minoritas, tetapi menyentuh aspek yang lebih dalam, yakni pergulatan identitas
dalam ruang sosial yang dikonstruksi secara eksklusif sebagai “Melayu-Islam”.
Ungkapan populer “Melayu itu Islam, dan Islam itu Melayu” bukan hanya pepatah
adat, melainkan telah menjelma menjadi perangkat ideologis yang membingkai cara
masyarakat berpikir, merasakan, dan bertindak terhadap kelompok lain. Dalam
konteks ini, identitas Melayu tidak bersifat etnis semata, melainkan telah mengalami
sakralisasi melalui agama Islam sebagai inti dari ekspresi kultural dan politiknya.

Konstruksi ini berakar kuat dalam sejarah kebudayaan dan kekuasaan lokal.
Menurut Timothy P. Barnard (2001), integrasi antara unsur religius dan etnis dalam
Kerajaan Siak yang berlangsung sejak abad ke-18 hingga awal abad ke-19
memainkan peran penting dalam pembentukan identitas Melayu yang khas di
wilayah Riau. Dalam periodisasi tersebut, Islam tidak hanya berkembang sebagai
agama, tetapi juga secara sistematis dijadikan sebagai pilar utama dalam konstruksi
politik dan kebudayaan kerajaan. Proses lIslamisasi tidak berlangsung sebagai
proses konversi individual semata, melainkan sebagai bagian dari strategi legitimasi
kekuasaan dan pembentukan struktur sosial yang lebih luas.

Namun demikian, pandangan ini bertentangan dengan catatan Nathan Porath
(Porath, 2013, 2015). Menurutnya, dalam sejarah panjang Kerajaan Siak Sri
Indrapura, identitas Melayu pada masa lalu tidak selalu dibingkai secara eksklusif
dalam terminologi keislaman. Hal ini ditunjukkan dengan eksistensi yang dimiliki oleh
suku Sakai dan suku Asli Anak Rawa, yang tidak hanya memiliki identitas Islam,
justru mengalami Kosmopolitanisme ldentitas Melayu yang inklusif dalam struktur
sosial-politik Kerajaan Siak. Alih-alih menyingkirkan kelompok-kelompok non-Islam
atau indigenous seperti Sakai dan Asli Anak Rawa karena perbedaan agama atau
adat, Kerajaan Siak justru mengakomodasi mereka sebagai bagian dari kekuatan
sosial dan politik Kawasan (Porath, 2018). Identitas Melayu pada masa itu lebih
bersifat terbuka dan pluralistik, ditandai dengan kolaborasi antarelemen sosial yang
beragam—termasuk masyarakat adat, kelompok migran, dan elite Islam.

Dalam pandangan ini, kemelayuan lebih merupakan konstruksi kultural yang
lentur dan cair, bukan identitas homogen berbasis tunggal agama. Justru melalui
keberagaman internal itulah Kerajaan Siak berhasil membangun fondasi kekuasaan
yang kuat dan dihormati hingga akhirnya bergabung dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada 1945 (Barnard, 2001b, 2003; Porath, 2018). Namun
demikian, narasi sejarah ini tampaknya mengalami penyempitan dalam wacana
kontemporer di Riau, di mana kemelayuan mulai dibakukan secara normatif dengan
identitas Islam sebagai satu-satunya rujukan otentik. Islam kemudian tidak sekadar
menjadi agama yang dianut oleh raja dan rakyat, tetapi juga menjadi fondasi dari
struktur kenegaraan, adat, dan sistem nilai Masyarakat (Mahdini, 2003). Identitas
Melayu pun dikonstruksi melalui lensa keislaman yang begitu kuat, sehingga agama
menjadi batas simbolik yang menentukan siapa yang termasuk dan siapa yang
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berada di luar komunitas. Dengan kata lain, sejak era Kesultanan Siak, telah
terbentuk fondasi ideologis bahwa menjadi Melayu berarti menjadi Muslim.

Warisan historis inilah yang kemudian terus direproduksi dalam kesadaran
kolektif masyarakat Melayu Riau hingga masa kini. Narasi dominan yang
mengaitkan kemelayuan dengan Islam tidak sekadar dianut sebagai sistem
keyakinan, tetapi juga menjadi pilar legitimasi adat, tatanan moral, dan bahkan
struktur pemerintahan tradisional (Hanif & Dwi, 2021). Dalam ungkapan adat
Melayu, sering dijumpai rumusan “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah,”
yang menunjukkan bahwa adat tidak hanya berjalan beriringan dengan Islam,
melainkan tunduk kepada nilai-nilai syariat (Purnama, 2021). Maka, menjadi
“‘Melayu” secara penuh berarti juga menjadi Muslim. Dalam pandangan masyarakat
setempat, “kemelayuan” seseorang sering kali diukur dari kepatuhannya pada
norma-norma keislaman—baik dalam ibadah, cara berpakaian, hingga relasi sosial
(Hasbullah, 2007). Salah satu tokoh adat menyatakan secara eksplisit dalam
wawancara:

“Kami tidak benci mereka [Baha'i], tapi Melayu ini Islam, dan itu sudah sejak

dulu. Kalau ada orang yang ngakunya Melayu tapi agamanya bukan Islam, itu

sudah bukan Melayu menurut kami.” (Wawancara dengan tokoh adat Melayu,

Pekanbaru, 10 Desember 2024)

Pernyataan ini mencerminkan logika eksklusi simbolik yang terjadi di
lapangan—di mana agama tidak hanya menjadi ranah spiritual, tetapi juga menjadi
kriteria keanggotaan kultural. Komunitas seperti Baha'’i, meskipun mungkin memiliki
akar etnis yang sama atau telah hidup lama di wilayah Melayu, tetap dianggap
sebagai yang “lain” atau bahkan “menyimpang” karena keyakinan keagamaannya
tidak sesuai dengan Islam. Hal ini sesuai dengan konsep boundary-making dalam
kajian identitas Ward & Barth, (1967), yang menekankan bahwa kelompok etnis (dan
dalam konteks ini, etno-religius) didefinisikan bukan hanya oleh kesamaan internal,
tetapi juga oleh garis pemisah terhadap yang dianggap bukan bagian dari “kami”
(Barth, 1969).

Komunitas Baha’i dalam konteks ini, berada dalam posisi yang serba liminal.
Mereka tidak diterima sepenuhnya sebagai bagian dari identitas lokal, tetapi juga
tidak beroposisi secara terbuka. Strategi yang mereka pilih adalah membatasi
ekspresi keagamaan hanya dalam ruang privat dan menghindari aktivitas yang
dapat menimbulkan sorotan publik. Suparni, tokoh komunitas Baha’i di Pekanbaru,
menjelaskan:

“‘Kami tahu kami berbeda, dan kami tidak ingin mengganggu. Karena itu kami

ibadah di rumah saja, dan kegiatan pun kami batasi. Kadang, untuk urusan

administrasi, kami isi agama Islam, supaya tidak repot.” (Wawancara dengan

informan, nama disamarkan, 21 Desember 2024).

Strategi ini menunjukkan praktik yang oleh Scott, (2022) disebut sebagai
hidden transcript, yakni bentuk ekspresi identitas dan perlawanan yang disampaikan
secara tersembunyi, tidak konfrontatif, tetapi bertahan di ruang domestik. Sementara
di ruang publik, mereka melakukan apa yang Goffman (1963) sebut sebagai
impression management—menyesuaikan “wajah sosial” agar sesuai dengan norma
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mayoritas dan menghindari sanksi sosial. Pergulatan identitas ini menjadi nyata tidak
hanya dalam wacana, tetapi juga dalam praktik hidup sehari-hari. Seorang
perempuan anggota komunitas Baha’i menceritakan:

“Anak saya, bahkan saya dulu, di sekolah ikut pelajaran agama Islam, padahal

saya Baha'i. Kalau bilang yang sebenarnya, takut nanti dikucilkan. Jadi kami

diam saja.” (Wawancara dengan informan, nama disamarkan, 21 Desember

2024)

Situasi ini menunjukkan bahwa komunitas Baha'i tidak hanya berjuang untuk
menjalankan keyakinan, tetapi juga untuk tetap “diakui” secara sosial dalam
masyarakat yang memadukan etnisitas dan agama ke dalam satu paket identitas
kolektif. Mereka hidup dalam realitas sosial yang menuntut penyesuaian terus-
menerus, sebuah bentuk pergulatan simbolik untuk bertahan di tengah hegemoni
narasi “Melayu-Islam”.

Pergulatan ini tidak hanya terjadi secara eksternal, tetapi juga internal. Banyak
anggota komunitas Baha'i merupakan keturunan dari keluarga Muslim, bahkan ada
yang sebelumnya memeluk Islam. Maka, pergulatan mereka dengan identitas tidak
hanya terhadap dunia luar, tetapi juga dalam dirinya sendiri—antara memeluk
keyakinan spiritual yang baru dengan tetap menjaga harmoni sosial di tengah
lingkungan yang menganggap keyakinan itu sebagai ancaman.

Dalam konteks ini, komunitas Baha’i di Pekanbaru menjadi contoh konkret
bagaimana minoritas religius harus bergulat dengan identitas kolektif yang
hegemonik, bukan hanya untuk bertahan hidup secara administratif atau spiritual,
tetapi juga untuk sekadar diakui sebagai bagian dari kehidupan sosial. Di sinilah
letak ketegangan antara kebebasan individu dalam beragama dan determinasi
budaya lokal yang memadukan etnisitas dan agama menjadi satu paket identitas.

Sebagai bentuk adaptasi dan ikhtiar membangun ruang sosial yang lebih
inklusif, komunitas Baha’i tidak memilih jalur isolasi total. Sebaliknya, mereka aktif
bergabung dalam forum lintas iman yang terbentuk di Pekanbaru. Salah satu ruang
strategis tersebut adalah Komunitas Lintas Iman Pekanbaru, sebuah jaringan
kolaboratif yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan akademik,
seperti ISAIS (Institute for Southeast Asian Islamic Studies), AIPI Riau (Asosiasi llmu
Politik Indonesia) Cabang Riau, dan Suara Bersama untuk Kebebasan Beragama
dan Berkeyakinan (SABDA) Riau. Dalam forum ini, komunitas Baha'i mendapatkan
ruang untuk menyuarakan keberadaan mereka, berbagi nilai-nilai universal tentang
perdamaian, dan membangun solidaritas dengan kelompok-kelompok lain yang
mengalami situasi marginal serupa.
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Gambar 2. Suasana Keterlibatan Umat Baha’i dalam Pembentukan SABDA Riau

SABD (Suara Bersama untk
Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan)

Sumber: Dokumen Pribadi, 2024

Keikutsertaan dalam komunitas lintas iman ini juga merupakan bagian dari
strategi sosial yang cerdas—yakni menciptakan ruang bersama yang aman secara
sosial dan simbolik, di mana identitas tidak lagi menjadi batas pemisah, melainkan
jembatan untuk dialog dan rekognisi. Strategi ini memperlihatkan bahwa meskipun
secara struktural mereka berada dalam posisi subordinat, komunitas Baha'i tetap
aktif melakukan apa yang Bailey & Scott, (1987) sebut sebagai “infrapolitik™—yakni
praktik-praktik sosial kecil yang tampak sederhana tetapi bermakna politis dalam
memperluas ruang eksistensi di tengah tekanan hegemoni.

3.3. Respon Masyarakat Melayu: Di Antara Toleransi dan Kecurigaan
Secara umum, para tokoh Melayu di Riau menunjukkan sikap yang ambivalen

terhadap keberadaan agama Bahd'i. Di satu sisi, mereka mengakui bahwa Baha'i
sebagai agama otonom memiliki hak untuk eksis dan menjalankan keyakinannya
secara damai. Namun, di sisi lain, pandangan ini kerap dibingkai dalam konteks
identitas keislaman yang sangat kuat dalam budaya Melayu. Islam tidak hanya
dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai elemen kultural dan historis yang
melekat dalam konsep “Melayu”. Ungkapan seperti “Melayu itu Islam” tidak hanya
merefleksikan realitas demografis, tetapi juga menjadi narasi hegemonik yang
mengatur siapa yang dianggap bagian dari komunitas, dan siapa yang diletakkan di
luar batas identitas kolektif (Fox, 2013).

Dalam FGD yang dilaksanakan di Pekanbaru (Desember 2024), seorang tokoh
adat menyatakan, “Kalau Melayu, ya Islam. Bukan berarti kita menolak yang lain,
tapi memang adat kami sudah dari dulu begitu, Islam itu bagian dari jiwa Melayu.”
Pandangan semacam ini menempatkan Islam sebagai landasan utama dalam
struktur sosial dan kultural masyarakat Melayu, sehingga munculnya agama lain
seperti Baha'i sering kali dipersepsi sebagai potensi ancaman terhadap kohesi sosial
dan stabilitas identitas kultural.
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Pandangan serupa juga muncul dalam wawancara dengan salah satu ulama di
Pekanbaru. la menyampaikan bahwa meskipun negara menjamin kebebasan
beragama, ajaran Baha'i dianggap menyimpang dari prinsip dasar Islam karena
meyakini Baha'u'llah sebagai nabi setelah Muhammad SAW. “Kami tidak bisa
menerima itu. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, dan itu bagian dari akidah
yang tidak bisa ditawar-tawar,” tegasnya. Dalam konteks ini, keberadaan Baha'i
bukan hanya dilihat sebagai alternatif keyakinan, tetapi sebagai penyimpangan
teologis yang berpotensi membingungkan umat. Oleh karena itu, sejumlah tokoh
agama di Riau secara aktif memberikan peringatan kepada masyarakat untuk
mewaspadai penyebaran ajaran Baha'i dan bahkan mendorong adanya langkah
preventif agar ajaran tersebut tidak berkembang, khususnya di kalangan umat
Muslim (Nurhanisah Senin et al., 2021).

Cara pandang ini berimplikasi pada adanya ketegangan terselubung antara
prinsip kebebasan beragama yang dijamin konstitusi dan keinginan sebagian
masyarakat untuk mempertahankan kemurnian akidah Islam (Senin & Hambali,
2018). Beberapa narasumber dalam FGD menolak penggunaan istilah “dakwah”
dalam konteks Baha’i, karena menurut mereka itu bisa diartikan sebagai upaya
konversi yang menyalahi norma lokal. “Kami tidak melarang mereka hidup di sini,
tapi jangan sampai ada ajakan-ajakan ke warga untuk ikut Baha'i. Itu bisa
mengganggu ketenteraman masyarakat,” ujar salah satu tokoh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) di Kota Pekanbaru.

Sementara itu, dari sisi pandangan adat, sebagian besar tokoh adat Melayu
masih sangat erat memadukan adat dengan Islam. Salah seorang datuk Lembaga
Adat Melayu (LAM) Riau, menyatakan bahwa ajaran Baha'i sulit diterima karena
dianggap tidak sejalan dengan tatanan adat yang telah dibangun sejak lama. “Adat
kami berasaskan Islam, kalau ada yang lain masuk, itu akan mengganggu
keseimbangan yang sudah ada,” ujarnya. Kekhawatiran mereka bukan semata pada
aspek teologis, tetapi juga pada potensi tergerusnya nilai-nilai tradisional dan
harmoni sosial. Dalam pandangan ini, penerimaan terhadap ajaran Bah@'i dipersepsi
sebagai ancaman terhadap kontinuitas budaya Melayu itu sendiri (M. Faisal, 2019).

Dalam konteks ini, ajaran Baha'i sering kali diposisikan sebagai bentuk
penyimpangan dari akidah Islam. Beberapa ulama dan tokoh agama lokal
memandang ajaran Baha'i sebagai tantangan terhadap kemurnian teologi Islam,
khususnya karena prinsip dasar Baha’i yang mengakui kenabian setelah Nabi
Muhammad dianggap bertentangan dengan doktrin penutupan wahyu dalam Islam.
Kekhawatiran ini semakin menguat di tengah arus informasi global dan media sosial,
yang memudahkan penyebaran gagasan lintas batas agama. Bagi sebagian
kalangan Ulama dan Lembaga Adat Melayu Riau (dalam FGD), memandang bahwa
kehadiran agama baru seperti Baha'i dapat memicu kebingungan teologis di
kalangan generasi muda dan dianggap sebagai bentuk dekadensi spiritual yang
harus dicegah (Puji Hartatik & Listyaningsih, 2019).

Lebih dari sekadar persoalan akidah, resistensi terhadap Baha’i juga lahir dari
kesadaran kultural masyarakat Melayu yang sangat menjunjung nilai adat dan
tradisi. Dalam budaya Melayu, agama dan adat saling menopang; ritual keagamaan
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dilekatkan dengan kehormatan keluarga, struktur sosial, dan tatanan adat (Junaidi,
2020; Muhammad Hafiz & Tafsiruddin, 2022; Tarwiyani, 2021). Oleh karena itu,
ajaran dan ritual Baha'i yang berbeda dari Islam kerap kali dipersepsikan sebagai
sesuatu yang asing atau bahkan mengganggu harmoni kultural yang telah
diwariskan secara turun-temurun (H. Faisal et al., 2022). Dalam hal ini, eksistensi
Baha'i bukan hanya dipandang sebagai “yang berbeda”, tetapi juga sebagai
tantangan simbolik terhadap konstruksi identitas Melayu itu sendiri.

Namun demikian, tidak seluruh masyarakat Melayu di Riau bersikap eksklusif.
Sejarah panjang hubungan antaragama dan antaretnis di wilayah ini juga
memperlihatkan tradisi toleransi yang cukup kuat. Dalam sejumlah kasus, warga
Melayu menunjukkan keterbukaan terhadap keberadaan komunitas Baha’i, terutama
ketika terdapat beberapa komunitas Muslim dan Kelompok Lintas Iman, yang
berupaya untuk menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai keragaman (S. Dahlan,
2004; Jubba et al., 2021). Beberapa tokoh ini, berupaya menciptakan ruang diskusi
terbuka antara komunitas Bah&'i dan komunitas Muslim serta Lintas Iman di Riau,
meskipun ini bisa menjadi tantangan karena sensitivitas isu agama di wilayah
tersebut. Misalnya beberapa aktifis dari Institute for Southeast Asian Islamic Studies
(ISAIS) UIN Suska Riau Bersama dengan Asosiasi llmu Politik Indonesia (AIPI)
Cabang Riau, berupaya memberikan pendampingan dalam “menghidup” kan
aktivitas-aktivitas keagamaan Baha'i di Riau (M. , Ansor et al., 2024).

Mereka ini, secara intens mengikuti dan memberikan apresiasi atas berbagai
aktivitas keagamaan yang ada dalam tradisi Bahai, seperti peringatan Naw-R(z
(Tahun Baru Bah&'i), Ridvan (Festival Ridvan), Perayaan 19 Hari (Nineteen Day
Feast), dan Hari Kelahiran Bah&'u'llah. ISAIS sendiri merupakan Lembaga yang
anggotanya terdiri dari para akademisi, aktivis HAM, atau organisasi masyarakat
yang berfokus pada kerukunan dan pluralisme (M. Ansor et al., 2024). Mereka
berpendapat bahwa konflik agama dapat dicegah melalui komunikasi yang baik,
pemahaman, dan pendidikan mengenai toleransi. Meskipun suara mereka mungkin
tidak dominan, mereka tetap berupaya untuk menjaga dialog terbuka dan inklusif.

4. Kesimpulan
Penelitian ini mengungkap dinamika sosial yang kompleks antara komunitas Baha'’i

dan masyarakat Melayu di Pekanbaru, Riau. Di wilayah yang identitas etnisnya
dilekatkan erat dengan agama Islam, kehadiran komunitas Baha'i menghadirkan
tantangan identitas yang serius. Konstruksi sosial yang menempatkan Islam sebagai
inti dari kemelayuan—yang terbentuk sejak era Kesultanan Siak dan terus
direproduksi melalui adat, pendidikan, dan wacana publik—menyulitkan kelompok
agama non-Islam untuk diakui sebagai bagian dari komunitas lokal secara simbolik
maupun kultural.

Komunitas Baha’i di Pekanbaru merespons realitas ini dengan strategi yang
cermat dan berlapis. Mereka memilih untuk tidak menampilkan identitasnya secara
terbuka dalam ruang publik, tetapi tetap mempertahankan praktik keagamaan
secara privat melalui pusat komunitas dan pendidikan nonformal seperti Institut
Ruhi. Strategi “keheningan identitas” ini tidak berarti kepasrahan, melainkan bentuk

Al-Adyan: Journal of Religious Studies | Volume 6, Nomor 1, Juni 2025



Muh. Said HM, et al., Dinamika Bahd'’i di Riau.... |23

resiliensi kultural yang disesuaikan dengan konteks sosial. Mereka juga aktif
membangun ruang kolaboratif dengan bergabung dalam komunitas lintas iman
bersama organisasi seperti ISAIS, AIPlI Riau, dan SABDA—sebuah bentuk
infrapolitik untuk menciptakan ruang eksistensi yang lebih aman dan setara.

Dengan demikian, artikel ini menyimpulkan bahwa pergulatan komunitas Baha'’i
di Pekanbaru mencerminkan dinamika antara identitas keagamaan dan batas-batas
kultural dalam masyarakat mayoritas. Ini bukan hanya persoalan toleransi, tetapi
juga menyangkut relasi kuasa, simbolisme identitas, dan strategi adaptasi dalam
menghadapi struktur sosial yang eksklusif. Penelitian ini memperkaya pemahaman
kita tentang bagaimana minoritas keagamaan membangun ruang hidup di tengah
dominasi simbolik budaya mayoritas, sekaligus membuka ruang untuk diskusi
kebijakan dan praksis sosial yang lebih adil dalam masyarakat multikultural seperti
Indonesia.
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